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Neraca sebagai salah satu laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari
aset yang menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, namun dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Tasikmalaya terjadi penurunan aset yaitu pada aset lancar dan pada
aset lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis aset pada
neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga
dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya, dan indikator-indikator yang
melatarbelakangi penurunan aset dengan menggunakan rasio keuangan yang
terdiri dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan uji validitas datanya dengan menggunakan triangulasi data. Hasil
penelitian menunjukan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam kondisi prima dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikamalaya sangat baik dalam memenuhi kewajibannya dilihat dari hasil
analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilytas. Adapun penurunan nilai aset pada
tahun 2020 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikamalaya dipengaruhi oleh
terjadinya penurunan pada aset lancar karena penurunan pada kas dan terjadi
penurunan pada aset lainnya karena terjadina penghapusan aset.

ABSTRACT

The balance sheet as one of the local government financial statements consisting
of assets that describe the condition of economic wealth owned by the local
government, but in the balance sheet of the local government of Tasikmalaya
Regency there is a decrease in assets, namely current assets and other assets. The
purpose of this study is to analyze assets on the balance sheet of the local
government of Tasikmalaya Regency so that it can be seen how the financial
condition of the Tasikmalaya Regency Government is, how is the ability of the
Tasikmalaya Regency Government to fulfill its obligations, and the indicators
behind the decline in assets by using financial ratios. which consists of the
liquidity ratio and solvency ratio. The research method used in this research is
descriptive qualitative method with data collection techniques using observation,
interviews, and documentation. While the validity of the data is tested by using
data triangulation. The results showed that the financial condition of the
Tasikmalaya Regency Government was in prime condition and the Tasikamalaya
Regency Regional Government was very good at fulfilling its obligations as seen
from the results of the analysis of liquidity ratios and solvency ratios. The decline
in asset value in 2020 at the Tasikamalaya Regency Government was influenced
by a decrease in current assets due to a decrease in cash and a decrease in other
assets due to asset write-offs.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan PP (Paraturan Pemerintah)
Nomor.8 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
neraca adalah laporan yang menyajikan
informasi posisi keuangan pemerintah yaitu
aset, utang, dan ekuitas pada suatu tanggal
tertentu. Setiap entitas pelaporan
mengungkapkan setiap pos kewajiban serta aset
yang  mencakup  jumlah-jumlah  yang
diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu
dua belas bulan setelah terjadinya pelaporan.

Neraca adalah bagian dari komponen
laporan keuangan pemerintah sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomo.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
neraca sebagai bentuk pelaporan mengenai
sejumlah  informasi dan data perilah
penggunaan, pengalokasian, dan sumber
keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Serta bermanfaat bagi orang-orang yang
berkepentingan dalam proses pembuatan
keputusan baik pada bidang ekonomi, sosial,
dan politik dengan menekankan prinsip-prinsip
akuntabilitas (Ai Siti, 2019). Pengguna neraca
sebagai salah satu laporan keuangan vyaitu
masyarakat, DPR/ DPD dan manajemen dalam
pemerintah  (Zamzami, 2014). Dalam
penggunaannya, untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka
neraca perlu diseseuiakan dengan standar
akuntansi yang berlaku (Veren Virginia, 2018).

Berkaitan dengan laporan keuangan,
menurut (Bastian, 2010), laporan keuangan
Pemerintah Daerah merupakan laporan yang
memberikan informasi keuangan Pemerintah
Daerah secara terstruktur berdasarkan asas
akuntabilitas serta transparansi. Sehingga dalam
pengertian ini dapat dipahami bahwa laporan
keuangan daerah menjadi tolak ukur Kinerja
Pemerintah Daerah untuk
mempertanggungjawabkan laporan keuangan
pada setiap akhir tahun anggaran serta sebagai
tuntutan mewujudkan pemerintahan yang good
governance (Khafiyya, 2017). Dalam hal
responsibilitas pengelolaan sumber daya,
Pemerintah Daerah perlu membuat laporan
keuangan yang dibuat terstruktur dan sistematis
seperti neraca laporan keuangan yang
memberikan informasi mengenai aset (Effendi,
2021).

Menurut Standar Peraturan Pemerintah
NO.71 Tahun 2010, aset merupakan sumber
daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan
diperoleh, baik pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alas an sejarah dan
budaya.

Aset dibagi kedalam dua bagian, pertama
aset lancar yang dimiliki untuk dipakai atau
dijual dalam waktu dua belas bulan sejak
tanggal pelaporan dan terdiri dari kas, investasi
jangka pendek, piutang, serta persediaan.
Kedua aset non lancar yang merupakan aset
yang bersifat jangka panjang untuk kegiatan
pemerintah dan terdiri dari investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset
lainnya. Adapun aset pemerintah daerah adalah
salah satu komponen dari neraca yang
memberikan informasi mengenai  kondisi
kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh
pemerintah daerah.

Salah satu daerah otonom di Jawa Barat
yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai
sebagai kabupaten yang paling berperan penting
dan paling besar diwilayah priangan timur,,
dalam rangka menjalankan UU (Undang-
Undang) Nomor.l1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya membuat
laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan
kepada publik yaitu neraca laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
yang dibuat secara professional dan kredibel
mengenai aset Pemerintah Daerah kabupaten
Tasikmalaya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor.4 Tahun 2019 tentang
pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) pasal
91, kuasa pengguna barang harus menysusn
lapoaran barang kuasa penggguna semesteran
dan tahunan sebagai bahan penyusunan neraca
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
disampaikan kepada pengguna barang.

Aset atau barang milik daerah memiliki nilai
yang kompleks serta signifikan. Sehingga
penyajian, pengungkapan, penilaian aset atau
barang milik daerah menjadi fokus utama dan
sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk
disampaikan kepada publik. Pengelolaan aset
daerah dimulai dari tahap perencanaan
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kebutuhan, sampai kepada tahap penghapusan
aset daerah (Suparman, 2018).

Dalam laporan neraca keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdapat aset
Pemerintah  Daerah yang  menyediakan
informasi mengenai potensi dan sumber daya
keuangan yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai
alat pengendali dari evaluasi kinerja Pemerintah
Daerah (Samuel, 2019). Sebagai pembaca
laporan keuangan, masyarakat pada umumnya

dan pemangku kebijakan pada khusunya dapat
mengetahua keadaan riil laporan neraca
keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari
aset tetap,  aset lancar,  investasi jangka
panjang, aset lainnya, serta jumlah keseluruhan
aset yang dimiliki.

Terdapat penururan nilai aset pada
komponen aset dalam laporan neraca keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Data Pertumbuhan Aset pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

Nama Akun 2019 2020 Pertumbuhan
Aset Lancar Rp 294.399.113.620,46 Rp 230.822.094.530,77 -21 %
Kas Rp 217.446.397.269,18 Rp 120.683.063.119,96 -0,44 %
Persediaan Rp 35.311.386.674,10 Rp 35.233.161.557,90 -0.002%
Investasi Jangka Rp 152.068.371.997,75 Rp 152.160.484.885,94 0, 06 %
Panjang
Aset Tetap Rp 4.261.024.924.507,03 Rp 4.541.739.966.349,38 7 %

Aset Lainnya Rp 483.883.811.196,20 Rp 142.163.008.745,10 -71%
Jumlah Aset Rp 5.191.376.221.321,44 Rp 5.066.885.554.511,19 2%

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)
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Gambar 1. Pertumbuhan Aset per Akun
pada Necara Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020
Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya dan
Analisis (2021)

Dapat dilihat perbandingan pertumbuhan
jumlah aset Pemerintah Daerah Kota
Tasikmalaya di tahun 2019 dan 2020 dari table
1. dan gambar 1. Dimana pertumbuhan aset
tetap hanya mencapai 7 %, investasi jangka
panjang mengalami pertumbuhan sebesar 0,06
%, , dan pada aset-aset lainnya tidak terjadi
pertumbuhan aset karena nilainya negatif.
Seperti aser lancar (-21%), aset lainnya (-71%),
dan jumlah total aset (-2%). Selain
permasalahan  tersebut diatas mengenai
pertumbuhan nilai aset, terdapat permasalahan
dalam proporsi nilai aset dalam neraca terhadap
total nilai keseluruhan jumlah aset Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019
dan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Proporsi Aset terhadap Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

% dari % dari
Nama Akun 2019 Total 2020 Total
Aset Aset
Aset Lancar Rp 294.399.113.620,46 5.7% Rp 230.822.094.530,77 45 %
Kas Rp 217.446.397.269,18 0.04% Rp 120.683.063.119,96 0.02
Persediaan Rp 35.311.386.674,10 0.007% Rp 35.233.161.557,90 0.007
Investasi Jangka  Rp 152.068.371.997,75 29% Rp 152.160.484.885,94 3%
Panjang
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% dari % dari
Nama Akun 2019 Total 2020 Total
Aset Aset
Aset Tetap Rp 4.261.024.924.507,03 82.1% Rp4.541.739.966.349,38 89.6 %
Aset Lainnya Rp 483.883.811.196,20 9.3% Rp 142.163.008.745,10 2.8%
Jumlah Aset Rp 5.191.376.221.322,44 Rp 5.066.885.554.513,19

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

2019 2020

Aset Lainnya Aset Lancar

Aset Lainnya Aset Lancar

—___ Investasi Jangka Pa.. N B Investasi Jangka Pa...

Aset Tetap Aset Tetap

Gambar 2. Proporsi Aset terhadap Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten
TasikmalayaTahun 2019-2020
Sumber: Analisis (2021)

Berdasarkan tabel 2. serta gambar 2, dapat
diketahui terjadi perubahan proporsi aset
terhadap total jumlah aset. Terjadi kenaikan
proporsi pada investasi jangka panjang sebesar
0,1 % vyaitu pada tahun 2019 sebesar 2,9%,
sedangakan pada tahun 2020 3%. Selain itu,
terjadi kenaikan proporsi pada aset tetap sebesar
7,5 % yaitu pada tahun 2019 82,1 %, sedangkan
pada tahun 2020 89,6 %. Namun terjadi
penurusan proporsi pada aset lancar sebesar -1,2
% yaitu pada tahun 2019 5,7 %, sedangkan pada
tahun 2020 4,5 %. Selain itu, terjadi penurunan
proporsi pada aset lainnya sebesar -6,5 % yaitu
pada tahun 2019 9,3 %, sedangkan pada tahun
2020 2,8 %.

Kepala bidang akuntansi dan pelaporan pada
BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah) Kabupaten Tasikmalaya
mengindikasikan, penurunan nilai aset pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dikarenakan belanja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Tasikmalaya selama pandmi covid-
19 mengalami penurunan atau dibatasi sehingga
mempengaruhi nilai aset pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu,
penurunan aset pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan adanya
koreksi dan mutasi aset.

Dikarenakan adanya penurunan aset pada
neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah,
maka perlu dilakukan analisis dengan analisis
rasio keuangan pada neraca Pemerintah Daerah
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
sebagai pihak yang berwenang menyampaikan
laporan pertanggungjawaban keuangan
daerahya (Anshori, 2019). Analisis neraca
laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan
menggunakan rasio keuangan likuiditas dan
solvabilitas dapat mengetahui kemampuan
Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana
untuk pembangunan daerah (Triatmanto, 2021).
Informasi aset dalam neraca laporan keuangan
sangat relevan apabila dilakukan analisis
dengan rasio keuangan vyaitu rasio solvabilitas
dan rasio likuiditas, karena dalam laporan
keuangan pemerintah tidak berorientasi pada
profit (Fathiyah, 2017). Menurut (Mahmudi,
2019), analisis laporan keuangan merupakan
membandingkan data yang dari komponen
laporan keuangan yaitu dua angka atau lebih
untuk menyajikan kemajuan kinerja dari satu
tahun ke tahun berikutnya. Dalam hal ini,
Kabupaten Tasikmalaya.

Membandingkan laporan keuangan yang
berupa neraca keuangan 2 periode atau lebih
bermanfaat untuk mengetahui penurunan dan
kenaikan jumlah persentase absolut (dalam
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rupiah). Neraca keuangan dianalisis dengan
rasio keuangan, dengan perhitungan dimana
jumlah rupiah tahun mendasar atau tahun
sebelumnya dibagi (Jumingan, 2014).

Penurunan nilai aset Pemerintah Daerah
pada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
laporan keuangan dengan menggunakan
analisis rasio keuangan dari (Mahmudi, 2019),
dengan rasio berikut:
1. Rasio Likuiditas

Menurut  (Mahmudi, 2019), rasio ini
menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah
mengenai kewajiban jangka pendek yang harus
dipenuhi. Terdapat beberapa rasio yang
digunakan untuk melakukan analisis rasio
likuiditas, yaitu:

a) Rasio Lancar. Rasio lancar disebut
sebagai ukuran standar yang digunakan
untuk menilai Kesehatan Pemerintah
Daerah sehingga dapat menunjukan
kecukupan aset yang dimiliki Pemerintah
Daerah untuk melunasi utangnya. Nilai
standar rasio lancar adalah 2:1 dengan
nilai standar rasio yang dapat diterima
yaitu 1:1.

b) Rasio Kas. Rasio ini merupakan rasio
yang  digunakan untuk  menilai
kemampuan Pemerintah Daerah dalam
memenuhi kewajiban melunasi utang
dengan kas dan efek (investasi jangka
pendek) secara segera, nilai standar
minimal rasio kas adalah 1:1 (Kasmir,
2014). Kewajiban merupakan utang dari
kejadian dimasa lalu dan penyelesaiannya
menyebabkan sumber daya ekonomi
pemerintah keluar (Djanegara, 2017).

c) Rasio Cepat. Rasio cepat merupakan rasio
keuangan yang menentukan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam memenuhi
kewajibannya dengan cepat. Standar nilai
rasio lancar yaitu 1:1 (Kasmir, 2014).

2. Rasio Solvabilitas

Berdasarkan pendapat dari (Mahmudi,
2019), rasio solvabilitas bermanfaat untuk
memberikan informasi mengenai kemampuan
Pemerintah  Daerah  dalam  mencukupi
kewajiban jangka pendk maupun kewajiban

jangka panjang. Nilai standar rasio solvabilitas
adalah 2:1.

Peneliti menggunakan penelitian yang
dilakukan oleh (Meigisanda, 2017), Trias
Saraswati dan Satrijo Budwibow dengan judul
“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
dalam Menyusun Neraca pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Madiun” sebagai referensi
dari penelitian yang penulis lakukan. Penelitian
tersebut  bertujuan  untuk  menganalisis
perlakuan asal jumlah aset dalam neraca
Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan
metode penelitian kualitatif, adapun sampel
diperoleh menggunakan teknik purposive dan
snowball. Teknik deskriptif komparatif peneliti
gunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukan bahwa dalam menyusun neraca
Pemerintah Kabupaten Madiun, perlakuan aset
tetapnya dengan opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) sesuai dngan PP Nomor.71
Tahun 2020 tentang SAP serta terdapat LHP
mengenai  laporan  keuagan  Pemerintah
Kabupaten Madiun.

Selain itu, peneliti menggunakan penelitian
yang dilakukan oleh Santi Nurpadilah dengan
judul “Analisis Penyusutan dengan Metode
Saldo Menurun Ganda (Double Declining
Method) pada Aset Tetap di Kantor
Kementerian Agama Kota Bandung” sebagai
referensi penelitian dari penelitian yang penulis
lakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengetahui jumlah perhitungan penyusutan
aset tetap pada kantor Kementerian Agama
Kota Bandung dengan menggunakan teknis
analisis metode saldo menurun ganda sesuai PP
Nomor.71 Tahun 2020 dengan PSAP Nomor.7.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian bahwa  dengan metode
kualitatif ~ verifikatif. ~ Hasil ~ penelitian
menunjukan bahwa hasil analisis penyusutan
dengan metode saldo menurun ganda  biaya
penyusutan sebesar Rp. 4.386.600,00 dengan
total akumulasi penyusutan sebesar Rp.
20.886.242,35. Adapun nilai Buku senilai Rp.
3.741.757.65, sehingga terlihat bahwa total
biaya penyusutan dengan menggunakan metode
saldo menurun ganda semakin berkurang.

Selanjutnya, yang membedakan penelitian
yang penulis lakukan dengan penelitian
terdahulu atau novelty adalah bahwa dalam
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penelitian ini, penulis menggunakan teori
analisis rasio keuangan vyaitu rasio likuiditas
dan rasio solvabilitas yang dikemukakan oleh
Mahmudi. Selain itu, penulis melakukan
analisis terhadap aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, sehingga hasil akhir
dalam penelitian yang penulis lakukan
menghasilkan analisis mengenai kemampuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dalam memenuhi kewajibanya sesuai dengan
teori yang akan digunakan.

Berdasarkan ~ permasalahan  mengenai
penurunan nilai aset tetap, aset lancar, serta
jumlah keseluruhan aset secara signifikan pada
neraca  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya, dapat ditarik rumusan masalah
yaitu bagaimana kemampuan Pemerintah
Daerah  Kabupaten Tasikmalaya dalam
memenuhi  kewajibannya. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk
mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dalam memenihi
kewajibannya serta sebagai bahan evaluasi bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam
pengelolaan aset. Maka penulis tertarik untuk
meneliti menggunakan teknis analisis rasio
keuangan dengan judul “Analisis Aset
Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2019-2020.

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan)
latar belakang umum, kajian literatur terdahulu
(state of the art) sebagai dasar pernyataan
kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan
kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian
atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan
harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut.
Di dalam format artikel ilmiah tidak
diperkenankan adanya tinjauan pustaka

sebagaimana di laporan penelitian, tetapi
diwujudkan dalam bentuk kajian literatur
terdahulu (state of the art) untuk menunjukkan
kebaruan ilmiah artikel tersebut. Tinjauan
pustaka bagian ini berisi teori-teori, pendekatan
dan/atau konsep yang digunakan sebagai dasar
berpikir dalam naskah tersebut.

Isi dari pendahuluan adalah jawaban atas
pertanyaan: (1). Latar belakang, (2). Tinjauan
literatur singkat atas penelitian terkait (3).
Alasan diadakan penelitian ini dan (4).
Pertanyaan tujuan. State of the art, gap analysys
dan novelty terlihat disini. Hindari membahas
tinjauan pustaka dan defenisi yang bersifat
umum. Semua sumber kutipan harus dituliskan
dalam daftar pustaka menggunakan American
Physchological Association (APA) Stlye dan
menggunakan manajemen referensi Mendeley.
(TNR 11pt, 1.0 lines spacing).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif dari Miles dan
Huberman, metode ini digunakan peneliti
karena metode tersebut selaras serta relevan
dengan masalah dan tujuan penelitian dengan
memberikan deskripsi atas kejadian yang terjadi
secara mendalam dan akrual terhadap aset
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik
studi literatur, obervasi, dan wawancara.

Teknik  pengumpulan  data  melalui
wawancara dilakukan dengan wawancara
terstruktur kepada kepala bidang akuntansi dan
pelaporan, kepala sub bidang penatausahaan
dan sistem akuntansi, dan kepala sub bidang
perencanaan dan analisis kebutuhan aset pada
BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah) Pemerintah Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya. Berikut merupakan tabel data
informan yang penulis lakukan wawancara:

Tabel 3. Data Informan

No

Jabatan

1 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah) Kabupaten Tasikmalaya

2 Kepala sub bidang penatausahaan dan sistem akuntansi pada BPKAD (Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: Analisis (2021)

Selanjutnya observasi dilakukan dengan
mengunjungi kantor BPKAD (Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten
Tasikmalaya.  Sedangkan studi literatur
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dilakukan dengan melakukan telaah terhadap
referensi-referensi pada jurnal-jurnal, studi
pustaka, internet, dan buku-buku. Adapun
sampel yang peneliti gunakan adalah sampling
purposive, dengan tujuan untuk memenuhi
kriteria tertentu dan untuk mengambil sampel
dengan ketentuan tertentu. Neraca laporan
keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-
2020 dijadikan sampel dalam penelitian ini dan
analisis rasio keuangan dari Mahmudi yaitu
analisis rasio likuiditas serta rasio solvabilitas
merupakan teknis analisis data yang peneliti
gunakan dalam penelitian ini. Kemudian
peneliti melakukan uji validitas data dengan
menggunakan triangulasi data.

Metode penelitian harus menguraikan
metode yang digunakan dalam menjawab
rumusan dalam penelitian masalah termasuk
metode analisis. Ini harus berisi rincian yang
cukup  memungkinkan  pembaca  untuk
mengevaluasi  kelayakan  metode  serta
keandalan dan validitas temuan. (TNR 11pt, 1.0
lines spacing).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis aset dengan melakukan analisis
rasio keuangan pada neraca Kabupaten
Tasikmalaya merupakan penelitian yang
bertujuan menilai dan mengukur Kkinerja
keuangan Pemerintah Daerah mengenai
bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi
kewajiban jangka panjang dan kewajiban

jangka pendek periode anggaran 2019-2020.
Teori yang penulis gunakan dalam melakukan
analisis rasio keuangan pada neraca Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dikemukakan
oleh (Mahmudi, 2019) yakni rasio likuiditas dan
rasio solvabilitas.

Adapun hasil dari analisis aset Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-
2020 dilihat dari rasio keuangan, sebagai
berikut:

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukan kemampuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Terdapat empat macam rasio dalam rasio
likuiditas, yaitu:
1) Rasio Lancar

Rasio lancar digunakan untuk menilai
Kesehatan keuangan Pemerintah Daerah
dengan melakukan perbandingan antara utang
lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki
Pemerintah Daerah pada tanggal neraca. Rasio
lancar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

) Aktiva Lancar
Rasio Lancar = ———
Utang Lancar

Rasio  lancar  menunjukan  apakah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dapat melunasi utangnya dengan aset yang
dimiliki.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Lancar Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Tahun Aktiva Lancar Utang Lancar Rasio Lancar
2019 Rp 294.399.113.620,46 Rp 29.272.265.496,59 10.06
2020 Rp 230.822.094.530,77 Rp 41.497.714.058,74 5.56

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)

Berdasarkan tabel 4. diatas, perbandingan
aktiva lancar dan utang lancar Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019
yaitu 10.06 : 1 yang berarti setiap 10.06 rupiah
aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang
lancar.  Sedangkan pada tahun 2020
perbandinganya menurun yaitu diangka 5.56 :
1, dimana 5.59 rupiah aktiva lancar dapat
menjamin 1 rupiah utamg lancar. Hasil analisis
rasio lancar pada neraca Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, menunjukan bahwa

kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 dalam
keadaan sangat wajar sejalan dengan nilai
standar rasio yang dianggap wajar adalah 2:1
dan minimal 1 : 1 (Mahmudi, 2019). Sehingga
hasil nilai analisis rasio lancar tersebut
menunjukan kondisi kesehatan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
sangat baik dan menunjukan bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat melunasi
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utang jangka pendeknya dengan aset yang
dimiliki.

Pemerintah Daerah Kabupaten dengan
kondisi Kesehatan keuangan tinggi, rata-rata
memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi pula
yang diwakili dengan tingkat PDRB perkapita
masing-masing daerah (Hastaningrum, 2016).
Aset yang dimiliki menghasilkan informasi
yang yang andal, meningkatkan fungsi dan
peran pemerintah agar sebagai pemberi
prlayanan kepada publik, serta menjadi modal
bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kemampuan keuangannya, maka aset aperlu
dikelola dengan baik (Monika Sutri, 2015).

Aset yang andal adalah aset yang telah
berpindah penguasaannya, diserahkan atau
diterima hak kepemilikannya. Selain itu, aset
tetap diakui jika serah terima aset tetap lepada
pihak Pemerintah Daerah yang diperoleh dari
pejabat yang berwenang sudah dibuat dalam
bentuk berita acara (Shella, 2017).

Menurut perencana dan analis kebutuhan
aset pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Pemerintah Daerah) Kabupaten
Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam  menulasi  utangnya
memiliki aset yang mencukupi baik dengan aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan
aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Aset lancar
merupakan aset yang sifatnya operasional dan
rutin atau dengan aset lancar (Prihadi, 2019).

Menurut kepala sub bidang penatausahaan
dan sistem akuntansi pada BPKAD (Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
Kabupaten  Tasikmalaya,  kondisi  dan
kelengkapan  aset  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Tasikmalaya setelah terjadi
penurunan nilai aset dalam neraca yang
diakibatkan salah satunya karena penyusutan,
tetap dalam kondisi baik. Baik dalam aset
peralatan dan mesin, gedung dan bagungan,
jalan, irigasi dan bangunan. Walaupun
terkadang terdapat aset tetap yang berupa tanah
yang bermasalah dalam kepemilikannya.

2) Rasio Kas

Rasio kas melakukan perbandingan antara
utang lancar dengan kas yang tersedia dalam
Pemerintah Daerah ditambah efek (investasi
jangka pendk) yang segera dapat diuangan.
Rasio kas Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

Kas + Efek

Rasio Kas = ———
asto fas Utang Lancar

Rasio kas digunakan untuk mengetahui
kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya
yang segera harus dilunasi dengan efek
(investasi jangka pendk) dan kas yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya. Hasil perhitungan analisis rasio
kas terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

Investasi Rasio
Tahun Kas Jangka Utang Lancar K
as
Pendek
2019 Rp 217.446.397.269,18 Rp 29.272.265.496,59 7.42
2020 Rp 120.683.063.119,96 Rp 41.497.714.058,74 2.91

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)

Berdasarkan tabel 5. yang merupakan hasil
perhitungan analisis rasio kas, perbandingan
antara efek (investasi jangka pendek) dan kas
dengan utang lancar pada tahun 2019 bernilai
7.42 rupiah. Sedangkan pada perbandingan
antara utang lancar dengan investasi jangka
pendek dan kas pada tahun 2020 adalah 2.91
rupiah. Ini  berarti, Pemerintah Daerah

Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadikan akun
kas dalam membayar utang yang harus
dipenuhi, sehingga kesehatan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dilihat dengan rasio kas dalam kondisi wajar
sesuai dengan nilai standar rasio kas yang
dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019) minimal
1:1.
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Menurut perencana dan analis kebutuhan 3) Rasio Cepat
aset pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Rasio cepat melakukan perbandingan antara
dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, utang lancar dengan aktiva lancar setelah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dikurangi persediaan. Rasio cepat Pemerintah
dapat memenuhi kewajibannya yang segera Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-
harus dipenuhi dengan kas. Pemerintah Daerah 2020 dihitung dengan rumus berikut:
Kabupaten Tasikmalaya memiliki kas yang Aktiva Lancar — Persediaan

mencukupi untuk memenuhi kewajibannya Rasio Cepat =

dengan segera baik kas di daerah, kas

dibendahara penerimaan, kas di BLUD, dan kas o )
lainnya. Dengan melakukan analisis rasio cepat,

dapat diketahui apakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dapat membayar
utangnya dengan cepat. Hasil perhitungan rasio
cepat dapat dilihat pada tabel berikut:

Utang Lancar

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Cepat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2019-2020

Tahun Aktiva Lancar Persediaan Utang Lancar Rasio
Cepat
2019 Rp294.399.113.620,46 Rp 35.311.386.674,10 Rp 29.272.265.496,59  8.85
2020 Rp 230.822.094.530,77 Rp 35.233.161.557,90 Rp 41.497.714.058,74  4.71
Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)

Berdasarkan tabel 6. diatas, rasio cepat dinilai sangat likuid dalam memenuhi
pemerintan Daerah Kabupaten Tasikmalaya kewajiban jangka panjang maupun jangka
tahun 2019 sebesar 8.85:1. Yang berarti setiap pendeknya.

8.85 rupiah aktiva lancar setelah dikurangi Menurut perencana dan analis kebutuhan
dengan persediaan dapat menjamin 1 rupiah aset pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan
utang lancar, sedangkan pada tahun 2020, dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya,
perbandingannya 4.71:1 yang beraerti setiap Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
4.71 rupiah aktiva lancar setelah dikurangi dapat membayar utangnya dengan cepat, karena
persediaan dapat menjamin 1 rupiah utang seluruh kewajiban kredit Pemerintah Daerah
lancar. Hasil rasio cepat pada tabel 6. diatas yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam
mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dapat dengan cepat (APBD) tahun anggaran yang bersangkutan.
melunasi utangnya karena melihat hasil Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten
perhitungan rasio cepat melebihi nilai standar Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya
1:1 yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019). dapat dilihat dari tabel hasil analisis rasio
Dengan demikian, kondisi kesehatan keuangan likuiditas berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 7. Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Rasio Likuiditas Tahun 2019 Tahun 2020
Rasio Lancar 10.06 5.56
Rasio Kas 7.42 291
Rasio Cepat 8.85 4,71
Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)
Berdasarkan tabel 7, diatas, apabila likuid dibanding tahun 2020, tetapi nilai rasio
dibandingkan rasio likuidtas tahun 2019 lebih likuiditas tahun 2020 memehuni standar nilai

68 | Jurnal Manajemen dan IImu Administrasi Publik | Volume 4 | Nomor 1| Tahun 2022 | (Hal. 60-73)



Rahma Awaliyah| Analisis Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

rasio keberhasilan kecuali rasio modal kerja
terhadap total aset. Perbandingan rasio
likuiditas Pemerintah Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya tahun 2019 dengan tahun 2020
dapat dilihat pada gambar berikut:

12

10

(=T RN -

Rasio Lancar Rasio Kas Rasio Cepat Rasio Modal Kerja
terhadap Total Aset

Tahun 2019 mTahun 2020

Gambar 3. Perbandingan Rasio Likuiditas
Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Sumber: Analisis (2021)

Rasio likuiditas  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019-
2020 pada diagram diatas dalam kondisi prima.
Dimana Pemerintah Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya mempunyai kemampuan yang
tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka
panjang maupun kewajiban jangka pendeknya
dan nilai hasil analisisnya sudah memenuhi
standar nilai rasio keberhasilan yang ditetapkan
oleh Mahmudi. Hal ini diindikasikan oleh rasio
lancar di tahun 2019 yaitu 10.06, sedangkan
ditahun 2020 yaitu 5.56, rasio kas pada di tahun
2019 yaitu 7.42 sedangkan ditahun 2020 2.91
dan rasio cepat pada tahun 2019 yaitu 8.85,
sedangkan rasio cepat pada 2020 yaitu 4.71 .
Menurut (Mahmudi, 2019), rasio cepat adalah
ukuran terbaik dalam melakukan analisis rasio
keuangan karena dapat digunakan untuk
mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah
dalam melunasi utangnya. Dengan hasil analisis
tersebut,  kondisi  Kesehatan  keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
maupun jangka panjangnya dinilai sangat
likuid.

Pemerintah Daerah yang bisa memenuhi
kewajiban keuangannya tepat waktu, berarti
keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah
likuid. Yaitu Pemerintah yang memiliki utang
lancar lebih sedikit dari aktiva lancar (Tri,
2015). Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, utang lancar yang dimiliki lebih
sedikit dari aktiva lancar. Maka Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  dapat
dinyatakan memiliki kondisi keuangan yang
likuid.

Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio
likuiditas pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, kepala bagian Akuntabsi dan
Pelaporan pada BPKAD (Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten
Tasikmalaya menyebutkan, bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki
ketersediaan dana likuid sehingga Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya tidak
mengalami penundaan terhadap pemenuhan
kewajiban.

Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2020
dihitung dengan rumus berikut:
Total Aktiva

Rasio Solvabilitas = ————
asio Solvabilitas = ——— Utang

Rasio solvabilitas dianalisis dengan tujuan
mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi
seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka
panjang maupun kewajiban jangka pendek.
Hasil perhitungan rasio solvabilitas dapat
dilihat pada tabel 7. berikut:

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

Tahun Total Aktiva Utang Lancar Rasio Solvabilitas
2019 Rp 5.191.376.221.321,44 Rp 29.272.265.496,59 177.34
2020 Rp 5.066.885.554.511,19 Rp 41.497.714.058,74 122.10

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)

Berdasarkan tabel 8, perbandingan total
utang dengan total aktiva pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019
yaitu 177.34:1. Berarti, 177.34 rupiah total
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aktiva yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dapat menjamin 1
rupiah ~ seluruh  kewajiban.  Sedangkan
perbandingan rasio solvabilitas ditahun 2020
adalah 122.10:1, berarti 122.10 rupiah total
aktiva yang dimiliki Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dapat menjamin 1
rupiah seluruh kewajiban. Berikut grafik rasio
solvabilitasnya:

200
150 \
100
50
Rasio Solvabilitas

2019
2020

Gambar 4. Grafik Rasio Solvabilitas
Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Sumber: Analisis (2021)

Pada gambar 4, menggambarkan penurunan
jaminan dari rasio solvabilitas yang dapat
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam  memenuhi  seluruh
kewajiban. Tahun 2019 rasio solvabilitas
pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya
bernilai 177.34 dan turun di tahun 2020 menjadi
122.10. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya
penurunan nominal total aktiva yang semula
pada tahun 2019 sebesar Rp
5.191.376.221.321,44 menjadi Rp
5.066.885.554.511,19 pada tahun 2020.

Penurunan rasio solvabilitas menunjukan
bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya telah melakukan pengelolaan yang
baik terhadap aset lancar, karena aset lancar
yang tidak terpakai telah dioptimalkan
penggunaannya untuk melaksanakan
pembangunan  daerah dan  memberikan
pelayanan kepada publik. Penurunan ini tidak
mengarah pada resiko solvabel dan apabila
menihat perbandingan rasio solvabilitas dari
tahun 2019 dterhadap tahun 2020 menunjukan
angka yang cukup wajar. Sehingga Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinilai solvabel
dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tasikmalaya dapat memenuhi kewajiban
jangka panjang dan kewajiban jangka pendek,
karena perbandingan rasio mencapai angka
standar keberhasilan yang menurut (Mahmudi,
2019) yaitu sebesar 2:1.

Apabila Pemerintah Daerah memiliki aset
yang mencukupi yang didanai dari investasi,
sumber daya sendiri, dan ekuitas. Maka
Pemerintah Daerah dapat memenuhi seluruh
kewajibannya (Priyono, 2018). Dalam hal ini,
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
memiliki sumber daya dan ekuitas investasi
yang mencukupi untuk pemenuhan kewajiban
jangka panjang dan jangka pendek.

Menurut kepala bagian akuntansi dan
laporan, Pemerintah Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya dapat memenuhi kewajiban
jangka pendek maupun kewajiban jangka
panjang, serta termasuk kedalam daerah
mandiri yang tidak memiliki ketergantungan
dengan sumber dana eksternal.

Sumber dana ekternal adalah pimjaman yang
harus diperhitungkan selain utang pajak pusat,
DAU (Dana Alokasi Umum), dan Dana
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), karena kedua
jenis utang tersebut bukan merupakan sumber
pendanaan pada pemerintah daerah (Hadi,
2015).

Indikator yang menyebabkan terjadinya
penurunan aset yang signifikan pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tahun 2019-2020 sebagaimana tabel 1., yaitu
pada aset lancar terjadi penurunan 21% dari
tahun 2019, pada aset lainnya terjadi penurunan
71% dari tahun 2019, serta nilai jumlah aset
terjadi penurunan 2 % dari tahun sebelumnya,
adalah sebagai berikut:

Pertama, penurunan aset lancar sebesar 21%
pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya dipengaruhi oleh penurunan nilai
kas pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya. Menurut kepala bidang akuntansi
dan pelaporan pada BKPAD (Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten
Tasikmalaya, penurunan nilai  kas ini
disebabkan oleh kelalaian bendahara, terdapat
kas dibendahara yang belum disetorkan ke
rekening kas daerah. Adapun saldo kas per-31
Desember 2020 sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 9. Penurunan Kas pada Aset Lancar Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Uraian 2019 2020 Penurunan
(%0)
Kas di Kas Daerah 181.566.593.474,00 101.515.473.396,00 44 %
Kas di Bendahara Penerimaan 29.860.488,00 1.850.647,00 94 %
Kas di BLUD 11.981.812.075,00 10.463.993.913,78 13 %
Kas di Bendahara FKTP 5.794.476.075,00 2.912.709.073,00 50 %
Kas di Bendahara BOS 15.767.620.097,18 2.871.573.599,18 82 %
Kas Lainnya 2.306.035.063,00 2.917.462.491,00 (+27 %)
Jumlah Kas 217.446.397.269,18 120.683.063.119,96 82 %

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Analisis, 2021)

Pada uraian tabel 9 saldo kas per 31
Desember 2020 sebesar Rp.120.683.063.119,96
yang mengalami penurunan sebesar Rp.
96.763.334.149,22 dari tahun 2019 vyang
memiliki saldo kas sebesar Rp.
217.446.397.269,18. Oleh karena itu, hal

tersebut yang menjadi indikator terjadinya
penurunan aset lancar pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

kedua, penurunan pada aset lainnya sebesar
71%. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Penurunan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Uraian 2019 2020
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 337.331.714,35 415.056.714,35
Aset Tidak Berwujud 11.699.114.860,75 4.767.116.967,75
Aset Lain-Lain 471.847.364.621,10 136.980.835.063,00
Jumlah Aset Lainnya 483.883.811.196,20 142.163.008.745,10

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah aset
lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya terjadi penurunan yang signifikan
dari tahun 2019- ke tahun 2020. Menurut kepala
bidang akuntansi dan pelaporan pada BPKAD
(Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah)
Kabupaten Tasikmalaya, penurunan nilai aset
lainnya ini dipengaruhi oleh berpindahnya
kembali aset lainnya menjadi aset tetap sesuai
dengan nilai tercatatnya, serta terjadinya
penghapusan aset karena kerusakan aset. Baik
rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Aset yang dieliminasi atau terjadinya
penghapusan aset, boleh dilakukan apabila aset
sudah tidak mempunyai manfaat ekonomi
dimasa depan serta apabila aset dihentikan
secara permanen (Yefta, 2015). Apabila aset
sudah berubah statusnya baik karena berubah
status hukum kepemilikan karena pemusnahan,
atau karena dijual, maka pejabat yang
berwenang harus menerbitkan surat keputusan
penghapusan barang dari daftar barang dngan

tujuan untuk mengoptimalkan aset agar tidak
terus dicatat dalam buku inventaris barang
(Hadinur Rahman, 2020). Hasil analisis rasio
keuangan berguna bagi pihak pemerintah
sendiri, karena hasil analisis rasio keuangan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan
evaluasi pengembangan kinerja pemerintah dan
menentukan rencana anggaran tahun kedepan
(Nandang, 2020).

PENUTUP

Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya,
baik kewajiban jangka panjang maupun
kewajiban jangka pendek dilihat dari rasio
likuiditas dan rasio solvabilitas adalah dalam
keadaan prima. Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya memiliki hasil nilai analisis rasio
yang sangat baik antara perbandingan aset
dengan kewajibannya sejalan dengan standar
rasio yang dianggap wajar. Penurunan nilai aset
pada neraca laporan keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-
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2020 vyaitu pada aset lancar sebesar 21%
dipengaruhi oleh penurunan kas karena
kelalaian bendahara yang belum menyetorkan
kas ke rekening kas daerah. Selain itu,
penurunan aset pada neraca laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
lainnya yaitu pada aset lainnya sebesar 71%
dipengaruhi oleh terjadinya kerusakan aset,
yaitu kerusakan aset ringan, sedang, serta berat
sehingga dilakukan penghapusan dan terjadi
perpindahan kembali aset lainnya ke aset tetap.
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